BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur yang baku
sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro.
Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor
informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi
besar yang dimiliki oleh sektor mikro tidak berkembang. Melalui berbagai
pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan
yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah.
Alternatif tersebut adalah BMT (Baitul Mal wat Tamwil). *

Baitul mal merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam
penggalangan dana zakat, infak, sedekah, dan dana-dana sosial lain serta
mentasarrufkan untuk kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan.
Sedangkan baitul tamwil, merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga
operasional BMT. Bidang ramwil ini bergerak dalam penggalangan dana
masyarakat dalam bentuk; simpanan (tabungan dan deposito) serta
menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem; jual beli,

bagi hasil, maupun jasa.?

! Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: Ull Press,
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Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, maka
BMT harus menganut prinsip-prinsip manajemen. Oleh karenanya, BMT tidak
bisa dikelola hanya dengan bekal semangat. Aspek ekonomi dan manajemen
keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Setiap insan BMT harus mampu
mengikuti tren perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan.

Inovasi produknya terus dilakukan dalam rangka merebut pasar.’

Salah satu produk pembiayaan pada BMT adalah pembiayaan
murabahah. Murabahah didefinisikan oleh para fugqaha sebagai penjualan barang
seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark up atau margin
keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab figh murabahah merupakan
salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, di mana jual beli ini berbeda

dengan jual beli musawwamah (tawar menawar).*

Masalah potensial dalam akad murabahah menurut BMT adalah
terlambatnya pembayaran oleh pihak nasabah, sedangkan pihak BMT tidak dapat
menuntut kompensasi apa pun (yang melebihi harga yang disepakati) atas
keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai dengan waktu yang telah

disepakati ini, tentu akan merugikan pihak BMT.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya
lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan

lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus
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dilakukan BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Untuk itu, skripsi ini
diberi  judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada
Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu

Sejahtera)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka masalah pokok yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana strategi penyelesaian yang dilakukan KJKS BMT Kube
Colomadu Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan murabahah yang
bermasalah?

2. Apakah strategi penyelesaian yang dilakukan KJKS BMT Kube Colomadu
Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk dapat mengetahui bagaimana strategi KIKS BMT Kube Colomadu
Sejahtera dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah.
2. Untuk dapat mengetahui apakah strategi yang dilakukan KIKS BMT Kube
Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia.



D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, hasil penelitian dapat memberikan sumbang pemikiran
dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalat
terutama yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah bermasalah
dan penyelesaiannya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi BMT atau pihak lain yang terkait dalam mengambil
kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan

bermasalah, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan BMT.



